
BUPATI ACEH TENGAH 

PROVINSI ACEH 

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH 

NOMOR sq TAHUN 2020 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGAH 

TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA 

BUPATI ACEH TENGAH, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Qanun Kabupaten Aceh Tengah 

Nomor Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019, 
perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019 sebagai rincian lebih lanjut 
dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
perlu membentuk Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019; 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 
Otonom Kabupaten-kabupaten dalam. Lingkungan Daerah Sumatera Utara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. undang-undang 
Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3569); 

3.Undang.... 



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbanga.n Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 62, tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), Sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan 
Anggota Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perirnbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

15.Peraturan... 



15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2005 Nomor 

138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 

sebagaimana telah cliubah dengan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 

2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5155); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 6041); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 
dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan 
Keterangan Pertanggungawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggara Pemerintah Daerah kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 123, 
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5156);. . 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

24. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2019; 

25.Peraturan... 



25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali, dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan 
Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah; 

28. Qanun Bupati Aceh Tengah Nomor 18 Tahun 2008 tentang pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Aceh Tengah tahun 2008 Nomor 18 ); 

29. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 95); 

30. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Kebijakan 
Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2014. 

31. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Perubahan 
atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Berbasis Akrual. 

32. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 
2019 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 619) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 
Aceh Tengah Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan keenam Peraturan 
Bupati Aceh Tengah Nomor 40 Tahun2019 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2018 (Berita 
Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018 Nomor 675). 

Memutuskan 



MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH 

TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019. 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 Sebagai Berikut : 

1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 170.961.167.591,14,-

b. Pendapatan Dana Primbangan Rp. 821.300.806.452,00,-

c. Lain - lain Pendapatan yang Sah Rp. 393.876.456.317,54,-

Jumlah Pendapatan Daerah Rp. 1.386.138.430.360,68,-

2. Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung 

1. Belanja Pegawai Rp. 460.894.451.661,00,-

2. Belanja Bunga Rp. 991.805,00,-

3. Belanja Subsidi Rp. 

4. Belanja Hibah Rp. 8.679.700.000,00,-
5. Belanja bantuan Sosial Rp. 4.970.490.000,00,-
6. Belanja Bagi Hasil Rp. 2.024.991.097,00,-
7. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 286.380.354.624,00,-
8. Belanja Tidak Terduga Rp. 579.738.900,00,-

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 763.530.718.087,00,-

b. Belanja Langsung 

1. Belanja Pegawai Rp. 106.692.672.769,00,-
2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 236.696.046.912,00,-
3. Belanja Modal Rp. 278.742.265.752,00,-

Jumlah Belanja Langsung Rp. 622.130.985.433,00,-

Jumlah Belanja Daerah Rp. 1.385.661.703.520,00,-

Surplus/(Defisit) 

c. Penerimaan Pembiayaan 

d. Pengeluaran Pembiayaan 

Jumlah Pembiayaan Netto 

Rp. 476.726.840,68,-

Rp. 50.926.247.214,98,-
Rp. 23.521.060,00,-

Rp. 50.902.726.154,98 ,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 51.379.452.995,66,-

Pasal 2 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan ini. 

Pasal 3 

Ringkasan laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 

Pasal 1 

Pasal 1 

Pasal 4 



Pasal 4 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

tercantum dalam lampiran II Peraturan ini. 

Pasal 5 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. 

Pasal 6 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang 
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam 
Berita Daerah. 

Ditetapkan di Takengon 
Pada Tanggal : PI, Oktober 2020 

BUPATI ACEH TENGAH 

HABELA Al3UBAICAR 

Diundangkan di Takengon 
Pada Tanggal : 20 Oktober 2020 

Plt. SE 
KABUPA CE TENGAH 

yAERAH 

-/ 

ARSLAI ABD WAHAB, SE, MM 

BERITA DAERAH KAB PATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020 NOMOR £30 t 
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Pasal 4 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

tercantum dalam lampiran II Peraturan ini. 

Pasal 5 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. 

Pasal 6 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang 
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam 
Berita Daerah. 

Ditetapkan di Takengon 
pada tanggal September 2020 

p,BUPATI ACEH TENGAH 

+sHABELA ABUBAKAR 

Diundangkan di Takengon 
pada tanggal September 2020 
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